
76 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku  

 

Ali, Achmad, 2010, Menguak Teori Hukum (Legal Theory)  Teori Peradilan  

(Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I 
Pemahaman Awal, Kencana Prenada Media Group, Jakarta 

 

Asyhadie, Zaeni, 2015, Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang 
Hubungan Kerja, Rajagrafindo Persada, Jakarta 

 
Deviani, Eka, dan Rifka Yudhi, 2022, Hukum Kepegawaian: Historitas dan 

Aktualitas Aparatur Sipil Negara  (PNS & PPPK), Pusaka Media, Bandar 

Lampung 
 

Fatimah, Elly dan Erna Irawati, Manajemen Apartur Sipil Negara: Modul 
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kader PNS, 2016, Lembaga Administrasi 
Negara, Jakarta 

 
H.R, Ridwan, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Rajagrafindo Persada, 

Jakarta 
 
Hadjon, Philipus M, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah 

Mada University Press, Yogyakarta 
 

Hartini, Sri,  dan Tedi Sudrajat, 2018, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Edisi 
Kedua, Sinar Grafika, Jakarta 

 

Hernoko, Agus Yudha, 2011, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam 
Kontrak Komersial Cetakan ke-5, Kencana, Jakarta 

 
Husni, Lalu, 2014, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta 

 
Indroharto, 1995, Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum 

Perdata, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum Adminsitrasi 
Negara (LPP-HAN), Bogor-Jakarta 

 

Ishaa, 2009, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 
 

Jamali, Abdoel, 2020, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Press, Jakarta 
 

Pelindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Ditinjau Dari Perspektif
Hukum
Ketenagakerjaan Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
SITI AJENG RAMADHANI SUSANTI, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



77 

 
 

Lotulong, Paulus E, 1993, Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum 

Terhadap Pemerintah, Citra Aditya Bakti  
 
Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta 

 
___________________ 2017, Penelitian Hukum Cetakan ke-13, Kencana, Jakarta 

 
Mawardi, Irvan, 2016, Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi 

Terhadap Demokratisasi, Thafa Media, Yogyakarta 

 
Mertokusumo, Sudikno, 2010, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (edisi revisi), 

Cahata Atma Pustaka, Yogyakarta 
 
Miru, Ahmad, 2017, Prinsi-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di 

Indonesia Cetakan ke-3, Rajawali Press, Depok 
 

Moleong, J, 2018, Metodologi Penelitian Kualitatif Cetakan ke-38, Remaja 
Rosdakarya, Bandung 

 

Muchsan, 1997, Sistem Pengawasan terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan 
Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Yogyakarta, Liberty 

 
Nurcholis, Hanitf, 2007, Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah,  

PT. Grafindo, Jakarta 

 
Rahardjo, Satjipto, 2014, Ilmu Hukum, Citra Aditya, Bandung 

 
Ratu, Dominikus, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan memahami 

Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta 

 
Rianto Andi, 2014, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta 

 
Ridwal Juniarso dan Achmad Sodik Sudrajat, 2012, Hukum Administrasi Negara 

dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung 

 
Sadjijono, 2001, Bab-Bab Pokok Administrasi Negara, Pressindo, Yogyakarta 

 
Saprita, Herlika, dan Yonani Hasyim, 2020, Hukum dan Hak Asai Manusia, Mitra 

Wacana Media, Jakarta 

 
Setya Pertiwi, Cekli, et.al, 2016, Penjelasan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang 

Baik, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Jakarta 
 

Pelindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Ditinjau Dari Perspektif
Hukum
Ketenagakerjaan Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
SITI AJENG RAMADHANI SUSANTI, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



78 

 
 

Soekanto, Soerjonom 2005, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta 

 
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif: Suatu 

Tinjauan Singkat Cetakan ke-17, Raja Grafindo Persada, Jakarta 

 
Soemitro, Ronny Hanitijo, 2010, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan 

Empiris), Pustaka Pelajar, Yogyakarta 
 
Soepono, Iman, 2007, Pengantar Hukum Perburuhan, Djambatan, Jakarta 

 
Sugiyono, 2014, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitafi R&D, Alfabet, Bandung 

 
Sumardjono, Maria SW, 2014, Metodologi Penelitian Ilmu Hukum, Universitas 

Gadjah Mada, Yogyakarta 

 
Sunggono, Bambang, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Cetakan Ke-16I, Raja 

Grafindo Persada, Jakarta 
 
Suseso, Franz Magnis, 2000, Kuasa dan Moral, Ed. Revisi, PT. Gramedia Pustaka 

Utama, Jakarta 
 

Syahrani, Riduan, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, 
Bandung 

 

Syaukani, Imam dan A. Ahsin Thohari, 2018, Dasar-Dasar Politik Hukum, 
Rajawali Pers, Depok 

 
Triwulan, Titik, 2010, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Prestasi 

Pustaka, Jakarta 

 
Widjaja, A.W, 2006, Administrasi Kepegawaian, Rajawali, Jakarta 

 
 

B. Peraturan Perundang-Undangan 

Undang-Undang Dasar Negara Repiblik Indonesia Tahun 1945 

 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) (Staatblaad Nomor 23 

Tahun 1947)  

 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Pelindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Ditinjau Dari Perspektif
Hukum
Ketenagakerjaan Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
SITI AJENG RAMADHANI SUSANTI, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



79 

 
 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 

dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) 
 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 
39 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) 

 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4356) 

 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949) 
 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856) 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 dan 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 224 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6264) 
 

 

C. Hasil Penelitian 

Ardianto, Ferry, “Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Non Pegawai Negeri 
Sipil pada Badan Layanan Umum Grahasia (BLUD)”. Tesis, Fakultas Hukum, 

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018 
 
Muchsin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”. 

Penelitian Ilmiah, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 
2003 

 

Pelindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Ditinjau Dari Perspektif
Hukum
Ketenagakerjaan Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
SITI AJENG RAMADHANI SUSANTI, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/



80 

 
 

Syah, Alam, “Perlindungan Hukum Terhadap Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil 

Pada Badan Layanan Umum Dasarah (BLUD) (Studi Kasus Rumah Sakit 
Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta)”, Tesis, Fakultas Hukum, Universitas 
Indonesia, Jakarta, 2012 

 
 

D. Jurnal 

Bastian, Anotinius Ferry, “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Hukum dan 

Perlindungan Hukum dari Pekerja Kontrak Non Pegawai Negeri Sipil (Pekerja 
Honorer) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan”. Jurnal Era Hukum, Ilmu Hukum, Volume 18, Nomor 2, 
2020 

 

Budiono, Abdul Rachmat, “Makna Perintah Sebagai Salah Satu Unsur Hubungan 
Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan”, Jurnal Arena Hukum Universitas Brawijaya, Volume 6, 
Nomro 2, 2012 

 

Darma, Susilo Andi, “Kedudukan Hubungan Kerja : Berdasarkan Sudut Pandang 
Ilmu Kaidah Hukum Ketenagakerjaan dan Sifat Hukum Publik dan Privat”, 

Jurnal Mimbar Hukum, Volume 29, Nomor 2, 2017 
 
Didik, Agustinus, et.al, “Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai 

Negeri Sipil di Era Otonomi Daerah (Studi Pada Badan Kepegawaian Daerah 
Kota Batu)”, Jurnal Admisnistrasi Publik (JAP), Volume 1 Nomor 3, 2013 

 
Putra, Made Aditya Pramana, “Jurnal, Perlindungan Hukum Tenaga Honorer 

Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara”, Udayana Master Law Journal, Volume 5, Nomor 3, 2020 
 

Rakayoga, Gusti Lanang, “Civil Service Discipline Based On The Government 
Regulation Number 53 Year 2010 Viewed Frim The Personal Law Aspect In 
Indonesia”, Jurnal IUS (Kajuan Hukum dan Keadilan), Voleume 2, Nomor 2, 

2014 
 

 

E. Internet  

Fanani, F, 2020, “Sepakat Dihapus, Begini Nasib Tenaga Honorer”, Liputan6.com, 
website: https://wwww.kiputan6.com/news/read/4166050/sepakat-dihapus-

begini-nasib-tenagahonorer, diakses pada 15 Mei 2022, Pukul 14.31 WIB 
 

Pelindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Ditinjau Dari Perspektif
Hukum
Ketenagakerjaan Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
SITI AJENG RAMADHANI SUSANTI, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://wwww.kiputan6.com/news/read/4166050/sepakat-dihapus-begini-nasib-tenagahonorer
https://wwww.kiputan6.com/news/read/4166050/sepakat-dihapus-begini-nasib-tenagahonorer


81 

 
 

Fifi Ariani, “Peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Mewujudkan Indonesia 

Emas 2045”, diakses website: https://lan.go.id/?p=9996 , diakses pada 2 Maret 
2023 Pukul 09.50 WIB 

 

Frenky Kristian Saragi, “Langkah Strategis Penataan Pegawai Non ASN/Tenaga 
Honorer”, website : https://lan.go.id/?p=10168 diakses pada tanggal 2 Maret 

2023 Pukul 10.05 WIB 
 
“Instansi Pemerintah Diharapkan Selesaikan Penanganan Pegawai Non-ASN di 

Tahun 2023 Sesuai Karakteristik Masing-Masing K/L/D: “Tenaga Honorer 
Tetab Bisa Diatur dengan Pola Outsourcing” artikel diakses melalui: 

https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/instansi-pemerintah-
diharapkan-selesaikan-penanganan-pegawai-non-asn-di-tahun-2023-sesuai-
karakteristik-masing-masing-k-l-d-tenaga-honorer-tetap-bisa-diatur-dengan-

pola-outsourcing diakses pada tanggal 02 Maret 2023 Pukul 11.28 WIB 
 

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia “Pentingnya Perlindungan 
dalam Bekerja Bagi Pegawai Kemenkumham”, artikel diakses melalui: 
https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/pentingnya-perlindungan-

dalam-bekerja-bagi-pegawai-kemenkumham diakses pada 02 Maret 2023 
Pukul 09.28 WIB 

 
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-

ahli-lt63366cd94dcbc diakses pada tanggan 02 Maret 2023 Pukul 10.35 WIB 

Pelindungan Hukum Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Ditinjau Dari Perspektif
Hukum
Ketenagakerjaan Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
SITI AJENG RAMADHANI SUSANTI, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H.,M.Hum
Universitas Gadjah Mada, 2023 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

https://lan.go.id/?p=9996
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/instansi-pemerintah-diharapkan-selesaikan-penanganan-pegawai-non-asn-di-tahun-2023-sesuai-karakteristik-masing-masing-k-l-d-tenaga-honorer-tetap-bisa-diatur-dengan-pola-outsourcing
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/instansi-pemerintah-diharapkan-selesaikan-penanganan-pegawai-non-asn-di-tahun-2023-sesuai-karakteristik-masing-masing-k-l-d-tenaga-honorer-tetap-bisa-diatur-dengan-pola-outsourcing
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/instansi-pemerintah-diharapkan-selesaikan-penanganan-pegawai-non-asn-di-tahun-2023-sesuai-karakteristik-masing-masing-k-l-d-tenaga-honorer-tetap-bisa-diatur-dengan-pola-outsourcing
https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/instansi-pemerintah-diharapkan-selesaikan-penanganan-pegawai-non-asn-di-tahun-2023-sesuai-karakteristik-masing-masing-k-l-d-tenaga-honorer-tetap-bisa-diatur-dengan-pola-outsourcing
https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/pentingnya-perlindungan-dalam-bekerja-bagi-pegawai-kemenkumham
https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/pentingnya-perlindungan-dalam-bekerja-bagi-pegawai-kemenkumham
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc

